MENIMBANG

MENGINGAT :

N

DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR....... TAHUN........
TENTANG
SUNGAI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (2) dari Undang — Undang
sumberdaya air bahwa pengaturan tentang sungai, waduk, dan danau
diatur dalam peraturan Pemerintah

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Proping Sebagal Daerah
Otonom, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada
daerah secara proporsond yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian
dan pemanfaatan sungal sebagal sumber air;

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungal tidak
sesua lagi dengan prindp penydenggaraan otonomi daerah dan perubahan
paradigma pengel olaan sumberdaya air .

bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetgpkan Peraturan Pemerintah tentang
Sunga sebaga pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
tentang Sungai;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang — Undang No .... Tahun.... tentang Sumberdaya Air
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservas Sumberdaya
Alam Hayati dan Ekosstemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
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6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintahan Pusat dan Dagrah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3888);

8. Perauran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propind Sebagal Dagrah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...... );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Nomor .....).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESA TENTANG
SUNGAL.
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ddam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1

Sungal addah tempat-tempat dan wadah-wadah ar termasuk sumberdaya dam non hayati yang
terkandung di ddamnya serta jaringan pengdiran ar mula dari mata ar sampa muara dengan
dibatas kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan.

Air addah semua air yang terdapat pada, diatas maupun dibawvah permukaan tanah, termasuk
daam pengertian ini ar permukaan, ar bawah tanah, ar hujan dan ar laut yang dimanfastkan
didarat.

Danau addah wadah air yang terbentuk secara alamiah yang dapat berupa bagian dari sungai yang
lebar dan keddamannya jauh melebihi ruas ruas lain dari sungal yang bersangkutan atau terbentuk
karena peristiwa geologis.

Waduk adaah wadah air buatan yang terbentuk sebagal akibat dibangunnya bangunan ar yang
dapat berbentuk pelebaran dur / badan / palung sungai atau daratan yang diperdaam.

Stu aau embung addah wadah ar bak yang terbentuk secara damiah maupun buatan yang
mempunya ukuran dan kapasitas tampungan relatif kecil.*

Konsarvas air addah upaya memeihara keberadaan, keberlanjutan keadaan dan fungs air agar
senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kuditas yang memada untuk memenuhi kebutuhan makhluk
hidup baik pada waktu sekarang maupun generas yang akan datang.
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Pendayagunaan sungai dan sumber-sumber ar lainnya adaah upaya penatagunaan, penyediaan,
penggunaan, pengembangan, dan pengusshaan sunga dan sumber-sumber ar lainnya secara
optima, berhasi| guna dan berdaya guna.

Pengenddian sunga addah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan
lingkungan yang disebabkan oleh banjir.

Perlindungan sungal dan sumber-sumber air lainnya adalah upaya pengamanan sungai dan sumber-
sumber air lainnya dari kerusakan yang ditimbulkan bak oleh manusia maupun dam.

Pengdolaan kuditas ar adaah upaya mempertahankan dan memulihkan kuditas air yang masuk
dan yang berada di sumber air.

Penyediaan air adaah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk memenuhi berbagal
keperluan.

Penggunaan sungai dan sumber-sumber ar lainnya addah pemanfaatan sungal dan sumber-sumber
ar dan prasarananya sebagal media atau materi.

Pengembangan sunga dan sumber-sumber air lainnya adaah upaya peningkatan kemanfaatan fungs
sungai dan sumber-sumber ar lainnya tanpa merusak kesaimbangan lingkungan.

Pengusahaan sungal dan sumber-sumber ar lainnya addah upaya pemanfaatan sunga dan sumber-
sumber air untuk tujuan komersia.*

Pengusshaan sumberdaya ar wilayah sunga addah pengdolaan wilayah sungai secara
berkdanjutan, netrd, profesond dan mandiri yang secara seimbang menergpkan pringp-pringp
pengusahaan yang sehat untuk tujuan komersl dan norma-norma pelayanan umum yang handd
atas sumberdaya air dengan bertumpu pada partispas masyarakat dan swasta.

Wilayah sunga adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air ddam satu atau lebih Daerah
Aliran Sungal dan atau satu atau lebih pulau-pulau kecil, termasuk cekungan air bawah tanah yang
berada di bawahnya.

Daerah Aliran Sunga (DAYS) atau yang disebut dengan Daerah Pengdiran Sungal (DPS) adaah
sebuah kawasan yang dibatas oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan, dan
mengdirkan ar ke anak sungal dan sungal utama yang bermuara ke danau atau laut .

Cekungan ar bawah tanah addah suatu wilayah yang dibatas oleh batas-batas hidrogeologis,
tempat semua kgadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah
tanah berlangsung.

Bangunan sungal addah bangunan air yang berada di sungal, danau dan atau di daerah manfaat
sunga berfungs untuk konservas, pendayagunaan dan pengenddian sungal.

Garis sempadan sungal addah garis maya batas luar pengamanan sungal.

Wilayah Sungal ddam satu Kabupaten dan atau Kota addah wilayah sunga yang DAS-nya secara
geogrdfis sepenuhnya berada di satu Daerah Kabupatern/Kota dan yang secara potensia hanya
untuk memberikan pelayanan atau memberi dampak negatif pada satu Daerah Kabupatern/K ota.
Wilayah Sunga Lintas Kabupaten dan atau Kota addah Wilayah Sunga yang DAS-nya secara
geografis melewati lebih dari satu Daerah Kabupate/Kota ddam satu Proping dan atau yang
secara potensgd untuk memberikan pelayanan atau berdampak negatif pada lebih dari satu Daerah
Kabupaten/ Kota

Wilayah Sunga Lintas Proping adalah Wilayah Sunga yang DAS-nya secara geografis melewati
lebih dari satu Dagrah Propind dan atau yang secara potensa memberikan peayanan aau
berdampak negatif padalebih dari satu Daerah Proping.
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Wilayah Sunga Lintas Negara addah Wilayah Sunga yang DAS-nya secara geografis melewati

lebih dari satu negara dan atau yang secara potensd memberikan pelayanan atau berdampak
negetif pada lebih dari satu negara

Wilayah sungal strategis addah wilayah sungal yang dinila memiliki ukuran dan potens sumberdaya
ar reatif besar, menyangkut kepentingan banyak sektor dan masyarakat dalam lingkup wilayah

yang reldif luas serta memberikan pengaruh dan dampak sosa, ekonomi dan lingkungan yang

relaif besar terhadap kepentingan pembangunan nasiondl.

Pengelolaan sungal aldah kegiatan merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevduas

penydenggaraan konservas, pendayagunaan dan pengenddian daya rusak.

Pemerintah Daerah adalah Kepada Dagrah beserta perangkat Daerah Otonom sebagal badan
eksekutif daerah.

Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presden dan
para Menteri.

Menteri adalah Menteri yang diberi tugas dan bertanggungjawab di bidang sumberdayaair .

Pgjabat yang berwenang adaah Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuknya.

Badan Usaha Pengdlola Sumberdaya air addah pihak yang diberi sebagian wewenang untuk

menyed enggarakan pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungal sesua dengan ketentuan yang
berlaku.

Departemen addah organisas pemerintahan tingkat nasond yang dipimpin oleh Menteri yang
memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang sumberdaya air.

Dinas addah organisas pemerintahan tingkat proping atau kabupaten / kota yang memiliki lingkup
tugas dan tanggung jawab di bidang sumberdaya air.

BAB Il
ASAS, TUJUAN DAN FUNGS

Pasal 2

Pengelolaan Sungai berdasarkan pada asas:

@0 Q0o

kesembangan nilal sosa, ekonomi, dan lingkungan,
kemanfaatan umum,

keterpaduan dan keserasian,

kelegtarian,

keadilan,

kemandirian,

trangparans dan akuntabilitas publik.*

Pasal 3

Pengelolaan sunga  bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sungal yang menyeuruh, terpadu,
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



1)
)

D

)

DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003

Pesd 4

Sungal mempunyal fungs serba gunabagi manusadan mehluk lainnya
Sungal sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) harus dilindungi dan dijaga kel estariannya, ditingkatkan
fungs dan kemanfaatannya dan dikendalikan daya rusak air terhadap lingkungannya.

BAB Il
LINGKUP PENGATURAN

Pasal 5

Lingkup pengaturan sunga mdliputi :
penguasaan;
wewenang dan tanggung jawab;
perencanaan;
pembangunan
operas dan pemdiharaan serta rehabilitas
gdim informas
pemberdayaan pengawasan
pembiayaan;
peran masyarakat
konservas
j-1. perlindungan dan pengamanan;
j.2.pengelolaan kuditas dan pengenddian pencemaran air
k. pendayagunaan
k.1 penatagunaan
k.2 penyediaan
k.3penggunaan
k.4 pengembangan
k.5 pengusahaan
pengenddian

.1 pencegahan

.2 penanggulangan
.3 pemulihan

kewgjiban dan larangan;
ketentuan pidana;
ketentuan perdihan;
ketentuan penutup.

TS o0 o

T o5 3

Lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) termesuk danau, waduk, Stu atau
embung.
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BAB IV
PENGUASAAN SUNGAI

Pesal 6

(1) Sunga dikuasa oleh negara, yang pengaturan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah dan

atau Pemerintah Dagrah.

(2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungal sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesual dengan kewenangan masing-measing.

Peasal 7

Ddam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagamana dimaksud pasd 6 Menteri
menetapkan pedoman tentang:

a
b.

D

2

@)

2

Pengaturan garis sempadan sungd;

pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungal yang ditetapkan sebagal daerah manfaat
sungal dan daerah penguasaan sungai;

pengaturan bekas sungai.

BABV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama
Wewenang dan Tanggungjawab Pembinaan

Pesal 8

Wewenang dan tanggung jawab pembinaan pengelolaan sunga* ada pada Pemerintah dan
Pemerintah Daerah sesual kewenangan masing-masing.

Bentuk bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dilakukan meaui penetapan
gandar, kriteria, pedoman, norma, manud, bimbingan teknis, arahan, pdatihan dan supervis.*

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pembinaan pengelolaan sungal sebagaimana
dimaksud ddam pasd 8 ayat (1) sebagian dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/lBadan
Usaha Milik Dagrah

Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagamana dimaksud ddam ayat (1) tidak
mel epaskan tanggung jawab Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dalam meaksanakan pembinaan
ungal sesua wewenang masing - masing.
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Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggungjawab pengel olaan sungai

Pasal 10

(1) Wewenang Pemerintah Kabupater/K ota ddam pengelolaan sungal, meliputi :
a.  penetgpan rencana induk pengelolaan wilayah sungal yang terletak ddam satu Kabupaten/Kota

b.

yang mengacu kepada kebijakan pengel olaan sumberdaya air Proping

penetgpan rencana teknis pengdolaan sunga yang terletak ddam satu wilayah sunga di
kabupaten/kota atas dasar rencana induk pengelolaan sumberdaya air wilayah sungal tersebut
pada huruf a.

penydenggaraan pengdolaan sungal yang mdiputi konservasl, pendayagunaan dan pengendalian
sungal dalam satu K abupaten/K ota yang bersangkutan;

penetapan garis sempadan, daerah sempadan, daerah manfaat, daerah penguasaan sungai dan
bekas sungal daam satu K abupaten/K ota yang bersangkutan;

pemberian izin penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sungal padawilayah sungal ddam
satu K abupaten/K ota yang bersangkutan.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/K ota dadlam pengelolaan sungai, mdiputi :
a menyigokan rencana induk pengdolaan wilayah sunga yang teletak ddam  satu

b.

Kabupaten/K ota yang didasarkan pada kebijakan pengelolaan sumberdaya air Proping
menyigpkan rencana teknis pengelolaan sungal padawilayah sungal ddam satu K abupaten/K ota
yang bersangkutan;

me aksanakan pengelolaan sunga mdiputi konservas, pendayagunaan dan pengendaian sunga
padawilayah sungal dalam satu Kabupaten/K ota yang bersangkutan;

menentukan dimend penampang sungal bagi sungal sungal yang tidek jelas tepinya* pada
wilayah sunga ddam sau Kabupaten/Kota berdasarkan rencana pengelolaan sunga yang
bersangkutan daam rangka menetapkan garis sempadan dan peruntukan daerah sempadan,
daerah manfaat, daerah penguasaan dan bekas sungal sesual dengan peraturan perundangan
yang berlaku;

menydenggarakan perizinan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sunga  serta
mengendalikan penggunaan daerah sempadan, daerah manfaat, daerah penguasaan sungai dan
bekas sungai padawilayah sungai dalam satu Kabupaten/K ota yang bersangkutan sesuai dengan
peruntukamya. *

Pasal 11

(2) Wewenang Pemerintah Proping ddam pengelolaan sungai, meiputi :

a. penetapan rencana induk pengeolaan wilayah sunga lintas Kabupaten/Kota dalam proping

yang bersangkutan;

b. penetagpan rencana teknis pengelolaan sungal lintas Kabupaten/Kota ddam Proping yang

didasarkan pada rencanainduk pengdolaan wilayah sunga yang bersangkutan ;

! cek dengan Keppres No. 32 tahun 1992 tentang K awasan Lindung
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. penetgpan rencana teknis pengelolaan sungal lintas Proping, lintas negara dan sungal Strategis

yang telah dilimpahkan kepada Gubernur sesual ketentuan yang berlaku didasarkan pada
rencanainduk pengelolaan wilayah sungal yang bersangkutan

. penydenggaraan pengelolaan sungal yang meiputi konservasi, pendayagunaan dan pengenddian

sungal lintas Proping, lintas Negara dan sungal dtrategis yang telah ditugas bantukan kepada
Gubernur atau para Gubernur terkait sesuai ketentuan yang berlaky;

. penyeenggaraan pengelolaan sungal yang meliputi konservas, pendayagunaan dan pengendaian

sungal lintas Kabupatern/K ota dalam Proping yang bersangkutan;
penetapan garis sempadan, daerah sempadan, daerah manfaat, daerah penguasaan sungai dan
bekas sungal lintas Kabupaten/K ota ddam Proping yang bersangkutan;

. pemberian izin penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sungal pada wilayah sungai lintas

Kabupaten/K ota ddam Proping yang bersangkutan;

. pemberian izin penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sungal pada wilayah sungal lintas

Proping, lintas negara dan sunga draegis yang telah dilimpahkan kepada Gubernur sesual
ketentuan yang berlaku.

(2)Tanggung jawab Pemerintah Proping daam pengelolaan sunga, mdliputi :

a

b.

menyigpkan rencana induk pengdolaan wilayah sunga lintas Kabupaten/Kota daam Proping
yang bersangk utan;

menyigpkan rencana teknis pengelolaan sunga pada wilayah sunga lintas Kabupaten/Kota
dalam Proping yang bersangkutan;

menyigpkan rencana teknis pengelolaan sungal lintas Proping, lintas negara dan sungal strategis
yang dilimpahkan kepada Gubernur sesual ketentuan yang berlaku didasarkan pada rencana
induk pengelolaan wilayah sungal yang bersangkutan

melaksanakan pengelolaan sungal yang meliputi konservad, pendayagunaan dan pengenddian
sunga lintas Proping, lintas Negara dan sungal strategis yang telah ditugas bantukan kepada
Gubernur atau para Gubernur terkait sesuai ketentuan yang berlaku;

me aksanakan pengeolaan sunga mdiputi konservas, pendayagunaan dan pengendaian sunga
pada wilayah sungal lintas K abupaten/K ota ddam Proping yang bersangkutan;

menentukan dimend penampang sunga bagi sunga sungal yang tidek jelas tepinya pada wilayah
sungal dalam satu Kabupatern/K ota berdasarkan rencana pengel olaan sungai yang bersangkutan
daam rangka menetapkan garis sempadan dan peruntukan daerah sempadan, daerah manfadt,
daerah penguasaan dan bekas sungal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
menyelenggarakan perizinan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sungal serta
pengenddian penggunaan air, sumber sumber air termasuk daerah sempadan, daerah manfaat,
deerah penguasaan dan bekas sunga serta bahan gdian golongan C di sunga, sesua
peruntukannya, pada wilayah sunga lintas Kabupatern/Kota dan lintas Proping serta sunga
lintas negara dan sungai drategis yang telah dilimpahkan kepada Gubernur sesuai ketentuan yang
berlaku

Pasal 12

(1) Wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sungal, meliputi :
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a.  penetapan rencana induk pengelolaan wilayah sunga lintas Proping, lintas negara dan wilayah
unga drategist.

b. penydenggaraan pengelolaan sunga yang mdiputi konservas, pendayagunaan dan pengenddian
sungal lintas proping, sunga lintas negara, dan sungai dtrategis.

(2) Tanggung jawab Pemerintah dalam pengeolaan sungal, meliputi :
a.  menyigpkan rencanainduk pengelolaan sunga pada wilayah sungai lintas Proping, sungai lintas
negara, dan sunga drategis,
b. mdaksanakan pengelolaan sunga mdiputi konservas, pendayagunaan dan pengenddian sunga
pada wilayah sungal lintas propingd, sungai lintas negara, dan sunga drategis.

Pasal 13

(1). Pengdolaan sungal yang ada pada kawasan hutan lindung, hutan konservas, dan hutan produks
* perlu berkoordinas dengan pihak ingang teknis yang mempunya kewenangan dibidang kehutanan.

(2). Pengdolaan sungal yang ada pada kawasan tertentu perlu berkoordinas dengan pihak indang teknis
yang mempunya kewenangan pada kawasan tertentu

(3). yang dimaksud dengan kawasan tertentu daam ayat (2 ) mdiputi:
a. kawasan peabuhan udara dan pelabuhan laut
b. kawasan pertahanan keamanan
c. kawasan pertambangar?
d. kawasan perkebunart,

Bagian Ketiga
Pelimpahan dan Penyerahan Wewenang

Pasal 14

(1) Sebagian wewenang Pemerintah daam pengelolaan sungal dapat dilimpahkan kepada Pemerintah
Proping dalam bentuk tugas pembantuan dan atau dekonsentras.

(2) Sebagian wewenang Pemerintah ddam pengdolaan sunga dapat disdenggarakan Pemerintah
Kabupatern/K ota dalam bentuk tugas pembantuan

(3) Sebagian wewenang pengelolaan sungai pada Pemerintah Kabupatern/Kota dapat diserahkan ke
Pemerintah Proping dalam hal Pemerintah Kabupatern/Kota tersebut belum dapat melaksanakan

sebagian wewenang tersebut.

(4) Sebagian wewenang pengelolaan sungal pada Pemerintah Proping dapat diserahkan ke Pemerintah
ddam ha Pemerintah Proping tersebut belum dapat melaksanakan sebagian wewenang tersebut.

? konfirmasi dengan Pak Haryadi
% konfirmasi dengan Pak Tangkas
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(5) Penyelengaraan sebagian wewenang seperti dimaksud daam ayat (1), (2), (3), dan (4) dilaksanakan

sesua dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(6) Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sungal dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik

negara dan atau badan usahamilik daerah

(7) Pengaturan lebih lanjut dalam ayat (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

D

2

©)

(4)

©)

(6)

@)

BAB VI
PERENCANAAN

Pasal 15

Perencanaan pengelolaan sungal disdenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Dagrah sesual
dengan kewenangan masing masng.

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mdiputi kegiatan :

a inventarisas dan registrad sungai, karakterigtik sungal, bangunan-bangunan sungai dan bangunan
lain yang berada di sunga;

b. inventarisas potens sumberdayaar dan pemanfaatannya;

C. pengamatan dan evauas terhadap banjir, neracaair dan mutu air;

d. Penyusunan rencana pengeolaan sungal dan pedoman pel aksanaan pengelolaan sungai.

Ddam hd pengdolaan wilayah sunga dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik NegaralBadan Usaha
Milik Daerah, penyusunan rencana pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) depat
dilaksanakan oleh Badan Usaha tersebut.

Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara partispatif dengan melibatkan para
pihak yang berkepentingan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Rencana pengelolaan sungal dan pedoman pelaksanaan pengdolaan sungal ditetapkan oleh Menteri,
Gubernur, Bupati/Walikota sesual kewenangan masing-masng.

Rencana yang telah ditetapkan disosaisaskan kepada para pihak yang berkepentingan.

BAB VII
PEMBANGUNAN

Pasal 16
Pelaksanaan pembangunan sungal dan bangunan sungal serta sumber-sumber ar lainnya dilakukan

sesua dengan rencana induk pengelolaan wilayah sungai, tahapan rencana lannya dan rencana
pengembangan wilayah
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Pdaksanaan pembangunan sungal dan bangunan sunga  serta sumber-sumber ar lainnya yang
ditujukan untuk kesgahteraan dan kesdamatan umum* disdenggarakan olen Pemerintah atau
Pemerintah Dagrah dan atau badan ussha pengelola sumberdaya ar wilayah sunga sesua
kewenangan masng- masng.

Pdaksanaan pembangunan sungal dan bangunan sunga serta sumber-sumber ar lainnya yang
ditujukan untuk kesgahteraan dan kesdamatan umum serta untuk Kkeperluan pengusahaart
dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintal/ Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Pengdlola
sumberdaya air wilayah sungai secara proporsiona sesual kemampuan Badan Usaha tersebut.

Pelaksanaan pembangunan sungal dan bangunan sungai serta sumber-sumber air lainnya sdain untuk
tujuan sebagaimana dimaksud daam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan hukum, badan sosd
atau perorangan sstdlah memperoleh izin dari pgabat sesua kewenangan masing-mesing dan
dilaksanakan berdasarkan rencanainduk yang telah disahkan oleh pegabat yang berwenang

Pelaksanaan pembangunan sunga dan bangunan sunga sarta sumber-sumber ar  lannya
dilaksanakan berdasarkan standar konstruks bangunan yang ditetapkan oleh Menteri.

Penggunaan lahan yang diperlukan untuk pembangunan sungal dan bangunan sunga serta sumber-
sumber ar lainnya harus disdesalkan menurut tata cara yang ditetgpkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Peaksanaan pembangunan sebagamana dimaksud daam ayat (2) dan (3) dilakukan dengan
mengikutsertakan masyarakat, lembaga, dan badan usaha untuk ikut berperan pada setigp tahap
pembangunan medui mekanisme yang berlaku.

Dampak sogd, ekonomi dan lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat pembangunan sungal
dan bangunan sunga, harus ditangani secara terintegrad dengan mdibatkan para pihak yang
berkepentingan.

BAB VIII
OPERAS DAN PEMELIHARAAN

Pasal 17

Operas dan pemdiharaan sungal dan bangunan sungal serta sumber-sumber ar lainnya merupakan
kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan fungs sunga dan bangunan sungal sesua
dengan tujuan pembangunannya.

Operad dan Pemdiharaan sungal dan bangunan sungal, serta sumber-sumber ar lannya meiputi

kegiatan perencanaan, peaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mencekup kegiatan

kegiatan :

a. pemantauan muka air dan data hidroklimatologi dan hidrometri yang berhubungan dengan sunga
dan bangunan sungai;
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pemantauan rembesan di bendungan dan tanggul;

pemantauan kuditas arr ;

pemantauan sedimentas dan devas dasar sungal serta sumber-sumber ar lannya

pengaturan penggunaan ar untuk masing-masing kebutuhan;

pel aksanaan pengoperasian bangunan sungal ;

pel aksanaan pemeliharaan sumber-sumber air dan prasarananya serta faslitas penunjang lainnya;
peringatan dini banjir;

pel aksanaan evaluas dan pelgporan.

Pasal 18

Rehabilitas sungal dan bangunan sungal serta sumber sumber air lainnya merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk mengembaikan fungs sungai dan bangunan sungai agar sesua dengan fungsinya.

Rehabilites sunga dan bangunan sunga sarta sumber sumber ar lainnya mdiputi kegiatan
perencanaan, pel aksanaan, dan pengendalian yang mencakup:

a  pengerukan endapan ;

b.  perbakan tanggul banjir;

Cc.  perbakan bangunan sungai;

d.  perbakan kemiringan dasar sungai;

Pasal 19

Pelaksanaan Operas dan pemdiharaan serta rehabilitas sebagaimana dimaksud ddam pasa 17
ayat (2) dan Pasd 18 ayat (2) yang ditujuken untuk kesgahteraan dan kesdamatan umum®,
disdenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesua kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan Operas dan Pemeliharaan serta Rehabilitas sebagaimana dimaksud ddam pasal 17
ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) yang ditujukan untuk kesgahteraan dan kesdamatan umum serta
untuk keperluan pengusahaan, dilakukan bersama oleh  PemerintalYPemerintah Daerah dan Badan
Usaha Milik NegaralBadan Usaha Milik Daerah pengelola sumberdaya air wilayah sunga yang
bersangkutan.

Pelaksanaan Operasi dan Remeliharaan serta Rehabilitas bangunan sunga yang pembangunannya
dilakukan oleh badan hukum* atau perorangan, dilakukan oleh masng-mesing pihek yang

membangun.

Pelaksanaan Operas dan Pemdliharaan serta Rehabilites sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan (2) dilakukan dengan mengikutsertakan para pihak yang berkepentingan sesual ketentuan yang
berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenal pelaksanaan Operas dan Pemeliharaan serta Rehablilitas diatur
dalam pedoman.
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BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 20

(1) Untuk mendukung pengelolaan sungal dan sumber-sumber ar lainnya, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah menye enggarakan pengelolaan sstem informas sesual dengan kewenangannya.

(2) Informas pengelolaan sungal dan sumber-sumber air lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mdiputi informas mengena :
a. peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sungai dan sumber sumber air lainnya;
b. inventarisss sunga dan bangunan sungal mdiputi panjang, dimend, luas daerah tangkapan air,
elevas mukaair, debit air yang tersedia, kuditas air dan neraca air;
C. garis sempadan sungal, daerah sempadan, daerah manfaat sungal , daerah penguasaan sunga
dan bekas sungai serta peruntukannya;
bahan gdian golongan C dan golongan lannyadi sungal dan sumber-sumber ar lannya;
alokas air untuk berbagai keperluan;
daerah rawan banjir dan rawan kekeringan;
catatan riwayat sungai dan bangunan sungal.

Q@ "o

(3) Sgem informas sebagamana dimaksud ddam aya (1) merupakan bagian jaringan informed
sumberdayaair yang tersebar dan dikelola oleh berbagal indtitus.

(4) informas  sebagamana dimaksud ddam aya (2) dapat diakses oleh berbaga pihak yang
berkepentingan

BAB X
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pemberdayaan

Pasal 21

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan para pengelola dan masyarakat untuk
meningkatkan kinerjanya ddam pengdolaan sunga dan sumber-sumber ar lainnya.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dadam ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan
perencanaan, pembangunan, pengawasan, operad dan pemdiharaan serta rehabilitas sungal dan
sumber-sumber ar lannya

(3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan sebagai
wujud partispas ddam pengelolaan sungai dan sumber-sumber air lainnya.

13
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(4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disdenggarakan daam bentuk pendidikandan
pelatihan, penditian dan pengembangan serta pendampingan sesua dengan standar yang ditetapkan

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 22

(1) Untuk menjamin tercgpainya tujuan pengdolaan sunga dan  sumber-sumber ar lannya
disdlenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasl pelaksanaan pengelolaan
sungal dan sumber-sumber ar lannyadi setigp wilayah sungal.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesual dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan
pengawasan sebagaimana dimaksud daam ayat (1).

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran
masyarakat.

(4) Peran masyarakat ddam pengawasan sebagamana dimaksud ddam ayat (3) dilakukan dengan
menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tata caralaporan dan pengaduan masyarakat
dan tindak lanjutnya dalam pengawasan pengdolaan sungal dan sumber-sumber ar lannya.

BAB Xl
PEMBIAYAAN

Pasal 23

(1) Pembiayaan pengdolaan sungal, bangunan sunga  dan sumber-sumber air lainnya termasuk fasllitas
pendukung lainnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata*.

(2) Jenis pembiayaan pengelolaan sungal, bangunan sunga  dan sumber-sumber air lainnya termasuk
fedlitas pendukung lainnya mdliputi :
a. biaya pembangunan dan investas;
b. biayaoperas dan pemdiharaan sertarehabilitas;
c. biayajasapengdolaan.

Pasa 24
(1) Pembiayaan pembangunan, operas dan pemeliharaan serta rehabilitas sungal, bangunan sunga dan
sumber-sumber ar lainnya termasuk fadilitas pendukung lainnya yang ditujukan untuk kesgahteraan
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dan kesdlamatan umum ditanggung oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, sesua kewenangan
mesng-masing.

Pembiayaan pembangunart, operas dan pemdiharaan sertarehabilitas sungai, bangunan sungal dan
sumber-sumber ar lainnya termasuk fadilitas pendukung lainnya yang ditujukan untuk kesgahteraan
dan kesdamatan umum pada wilayah sunga yang dikelola badan usaha ditanggung oleh Pemerintah
dan atau Pemerintah Daerah, sedangkan untuk keperluan pengusahaan ditanggung bersama oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik NegaralBadan Usaha Milik Daerah
Pengelola sumberdaya ar Wilayah Sungal secara proporsional™.

Pembiayaan pembangunan, operas dan pemeliharaan serta rehabilitas sungai, bangunan sungal dan
sumber-sumber air lainnya ermasuk fadlitas pendukung lainnya, sdain untuk tujuan sebagamana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di tanggung oleh badan hukum, badan sosa aau perorangan
setelah memperoleh izin dari pgjabat sesual kewenangannya.

Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari pelayanan sunga, bangunan sunga dan
sumber-sumber air lainnya termasuk fadilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud daam ayat
(1) dan ayat (2), diikutsertakan dalam pembiayaan dimaksud sesua dengan manfaat yang diperolen
dan kemampuannya.

Pasa 25

Biaya jasa pengdolaan sebagamana dimaksud ddam pasd 21 ayat (2) huruf c, digunakan untuk
membayar jasa atas pengelolaar sumberdaya air wilayah sungal kepada badan usaha pengdola
sumberdaya air wilayah sungal.

@)

2

©)

BAB XII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 26
Masyarakat mempunya kesempatan yang sama untuk berperan daam proses perencanaan,
pembangunan, operas dan pemeiharaan, rehabilitas serta pengawasan terhadap pengelolaan sunga,

bangunan sungal dan sumber-sumber ar lainnya

Untuk meningkatkan peran masyarakat sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dilaksanakan meaui
kegiatan kegiatan pendidikan dan peatihan, bimbingan dan pendampingan.

Ketentuan mengena peran masyarakat ddam pengdolaan sungai, bangunan sunga  dan sumber-
sumber ar lainnyadiatur ddam pedoman tersendiri.
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BAB XIllII
KONSERVAS

Bagian pertama
Perlindungan dan Pengamanan

Pasdl 27

(1) Pelindungan dan pengamanan sungai dan danau dimaksudkan untuk mdindungi sungai dan danau
terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh kgadian aam dan atau tindakan manusa

(2) Perlindungan dan pengamanansunga dan danausebagamana dimaksud daam ayat (1) mdiputi:

a. Pembuatan bangunan pengenddi eros tanah dan sedimentas

b. Pembuatan bangunan pengamanan sunga dan danauf.

. Penetapan batas sempadan sungai dan danau, pemasangan patok batas, penetapan peruntukan
daerah sempadan sungai dan danau.

d. Penertiban bangunan di daerah sempadan

e. Peningkatan kesadaran, partispas dan pemberdayaan para pihak yang berkepentingan dalam
melestarikan sungal dan danau serta lingkungannnya

(3) Pelindungan dan pengamanan sungal dan danau sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan usaha Pengelola sumberdaya air wilayah sungai
sesua kewenangan sebagaimana dimaksud daam Pasd 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan) dan
Pasal 12 ayat (1).

(4) Masyarakat mempunya kesempatan yang sama untuk berperan ddam upaya perlindungan sungai
dan danau sebagaimana dimaksud daam ayat (1).

Pasal 28

(1) Pelindungan dan pengamanan waduk dimaksudkan untuk melindungi waduk terhadap kerusakan
atau gangguan yang disebabkan oleh kgadian dam dan atau tindakan manusia

(2) Pelindungan dan pengamanan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mdiputi:

a

b.
¢. Pembuatan bangunan pengamanan waduk

d.

e. Penetgpan batas sempadan waduk, pemasangan patok batas, penetapan peruntukan daerah

o

pelestarian fungs daerah tangkapan air dan resgpan air
Pembuatan bangunan pengenddi eros tanah dan sedimentas

Pemeriksaan berkaa atas bendungan, waduk;
sempadan wadlk.
Pengamanan daerah sabuk hijau dan lingkungannya

Penertiban bangunan di daerah sempadan.
pengawasan pemanfaatan waduk dan daerah sempadan;
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I. Peningkatan kesadaran, partisipas dan pemberdayaan para pihak yang berkepentingan daam
melestarikan waduk dan lingkungannya

(3) Pelindungan dan pengamanan waduk sebagaimana dimaeksud ddam ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan usaha Pengelola sumberdaya air wilayah sungal sesuai
kewenangan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 10 ayat (1), Pasd 11 ayat (1) dan) dan Pasal 12

ayat (1).

(4) Masyarakat mempunya kesempatan yang sama untuk berperan daam upaya perlindungan dan
pengamanan waduk sebagaimana dimaksud daam ayat (1)

Bagian Kedua
Pengelolaan kuditas air

Pasal 29

(1) Pengdolaen kuditas air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kuditas air yang masuk
dan yang ada pada sumber sumber air.

()] Pengdolaan kuditas air sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. mencegah pencemaran air pada sumber-sumber ar;
b. memperbaki kuditas air padaar dan sumber-sumber air;
c. menergpkan pringp pembuang limbah membayar.

(3) Pemerintah, Pemerintah Proping, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan kuditas ar
dan melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dan atau penanggung jawab
usaha dan atau kegiatan dalam pengdolaan kuditas air padawilayah sungal sesua wewenangnya.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ddam ayat (3) mdiputi .
a. pemberian penyuluhan mengena perauran perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengdolaan kuditas air dan lingkungannya.
b. penerapan kebijakan insentif dan atau disnsentif untuk sumber air atau mata air yang diusshakan

C. pemberian pertimbangan teknis pengelolaan kuditas air dan lingkungannya
Pasa 30

(1) Pengenddian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kuditas air disumber sumber ar agar sesuai
dengan peruntukannya melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran ar serta
pemulihan kuditas air.

(2) Pengendaian pencemaran air dilakukan terhadap sumber ar yang kuditasnya turun oleh pencemaran
yang berasal dari limbah domestik, limbah indudtri dan limbah pertaniart.
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upaya pencegahan sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dilakukan atas dasar perhitungan
kemampuan ar pada sumber ar untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan
air tersebut menjadi tercemar selanjutnya disebut daya tampung.

(4) daya tampung sebagamana dimaksud daam ayat (3) diperhitungkan pada saat debit air rata rata

©®)

dimusm kemarau yang diperoleh dari pencatatan data sekurang kurannya lima tahun.

upaya penanggulangan pencemaran ar sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dilakukan untuk
menanggulangi pencemaran air yang telah terjadi disumber air.

(6) upaya pemulihan sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dilakukan untuk memulihkan kembdi ar yang

(1)

@)

)

©)

(4)

©)

@

telah tercemar sesual peruntukannya.

Pemerintah, Pemerintah Proping dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota meakukan pembinaan
pengendalian pencemaran air sesua dengan kewenangan masing-masng.

Pasal 31

Untuk mencegah terjadinya pencemaran air pada sunga dan sumber-sumber air lainnya stigp orang:
a. dilarang membuang limbah padat pada sungal dan sumber-sumber air lannya
b. dilarang membuang limbah cair yang mdampaui dayatampung beban pencemaran.

Setigp penangung jawab usaha dan atau kegiatan usaha yang medanggar ketentuan ayat (1)
dikenakan sanks oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Wadikota sesua dengan kewenangannnya
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Masyarakat berhak mendapatkan informas yang benar dan akurat mengena datus mutu ar,
pengelolaan kuditas air dan pengenddian pencemaran air.

Pemerintah, Pemerintah Proping, Pemerintah Kabupatern/Kota melakukan pengelolaan kuditas air
dan mdakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dan atau penanggung jawab
usaha dan atau kegiatan dalam pencegahan pencemaran air.

Pembinaan sebagaimana dimaksud daam ayat (1) mdiputi:.
a. Penegakan aturan agar masyarakat dan atau pelaku usaha dan atau kegiatan mematuhi baku mutu
yang telah ditetapkan dan mematuhi persyaratan yang dicantumkan padaijin

b. Penergpan kebijakan insentif dan dignsentif*
Pasd 32

Penanggulangan pencemaran air berupa perbaikan kualitas air pada sungai dan sumber-sumber ar
lainnyadilakukan medui kegiatankegiatan:
a. mengupayakan debit pemeliharaan sungai sesuai dengan kebutuhan.
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b. penggdontoran pada sunga dan sumber-sumber air lainnya secara berkala dan pada suatu
keadaan yang mendesak.

C. aerad padasumber air dan prasarana sumberdaya air.

d. pemanfaatan organisme dan mikro organisme yang dapat menyerap polutan pada sungal dan
sumber-sumber air lannya.

e. pembuatan sumur-sumur infiltras untuk memperbaki kuditas ar tanah yang telah terkena
intrus air laut.

f. meakukan rekayasa teknologi lainnya untuk menetrdisr polutan maupun untuk memperbaiki
kuditas air.

Pemilihan satu atau lebih kegiatan tersebut ddam ayat (1) waib dilakukan gpabila kuditas air pada
sungal dan sumber-sumber air lainnya sudah meampaui ambang batas peruntukannya.

(3) Pemerintah, Pemerintah Proping, Pemerintah Kabupatern/Kota sesuai dengan kewenangan masing-

masing melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketastan masyarakat serta penanggungjawab
usaha dan atau kegiatan ddam pengendaian pencemaran air.

(4) Setigp usaha dan atau kegiatan yang dgpat menyebabkan terjadinya pencemaran wajib membuat

@)

e
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2

3

(4)

rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga
lannya*

Pasal 33

Ddam hd telah terjadi pencemaran air, perlu dilakukan upaya pemulihan kuditas air méiputi:
a. menardisr beban pencemar yang mash terssadiddam arr
b. menghentikan pembuangan limbah cair keddam sumber air dlam priode tertentu.

Biaya yang timbul akibat ddam upaya pemulihan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dibebankan
kepada penagung jawab usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran.

Pasal 34

Setigp penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang ar limbah ke dalam air dan atau
sumber-sumber air wgjib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran

Setigp usaha dan aau kegiatan yang membuang air limbah langsung maupun tidak langsung ke daam
ar dan atau sumber-sumber air wgjib membayar luran Pembuangan Air Limbah (IPAL).

luran Pembuangan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) ditetgpkan oleh
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan dibayarkan kepada Ingtitus Pengelola Wilayah Sungai dan
atau Pemerintah Daerah

Penerapan luran Pembuangan Air Limbah dilakukan berdasarkan kebijakan insentif dan disinsentif*.
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(5) Taipiuran sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Proping,
Pemerintah Kabupaten/K ota sesuai dengan kewenangan masing-masng.

(6) Apdbila terjadi pencemaran pada sunga dan aau sumber-sumber ar lainnya atau perusskan
lingkungan sumberdaya ar yang langsung menimbulkan kerugian pada orang lain dan atau
lingkungannya, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan usahawgib:

a. membayar ganti rugi kepada masyarakat dan kepada pengdlola air dan sumber-sumber air, dan
atau;

b. melakukan tindakan tertentu untuk menanggulangi pencemaran.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud daam ayat (6) diberlakukan apabila penanggung jawab usaha dan
atau kegiatan membuang ar limbah mdebihi batas maksmum yang ditetapkan dalam perijinart.

(8) Tanggung jawab aas kerugian yang ditimbulkan terssbut dalam ayat (6) bersfa mutlak dengan
kewgjiban membayar ganti rugi sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Masyarakat dan atau penanggung jawab kegiatan yang membuang limbah domestik dan atau limbah
pertanian wgjib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran.

(10) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ddam ayat (6) dipaka untuk pembayaran kompensas kepada
pihak yang terkena langsung akibat pencemaran dan untuk perbaikan kerusakan lingkungan.

(11) Pengawasan dan tindak turun tangan atas pencemaran sebagaimana dimeksud daam ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Proping, Pemerintah Kabupaten/Kota sesua dengan
kewenangan masing-masing.

BAB XIlII
PENDAYAGUNAAN

Pasal 35

(1) Pendayagunaan sunga dan sumber- sumber ar lannya dilakukan dengan mengacu pada pola
pengelolaan sungal dan sumber- sumber ar lainnya yang sudah ditetapkan di setigp wilayah sungai
medui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusshaan sungal
dan sumber- sumber ar lainnya

(2) Pendayagunaan sungai dan sumber- sumber ar lainnya ditujukan untuk memanfaetkan sunga dan

sumber- sumber ar lainnya secara berkdanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan
pokok kehidupan masyarakat secara adil*.
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Pendayagunaan sungal dan sumber- sumber air lainnya diselenggarakan secara terpadu dan adil baik
antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja
sama

Pendayagunaan sungal dan sumber- sumber air lainnya didasarkan pada keterkaitan antaraair hujan,
ar permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.Pendayagunaan
sunga dan sumber- sumber ar lainnya dilakukan dengan mengutamakan fungs sosa  untuk
mewujudkan keadilan dengan memperhaikan prindp pemanfaat membayar jasa pelayanan
pengelolaan sungal dan sumber- sumber air lainnya, hemat air dan melibatkan peran masyarakat

Bagian pertama
Penatagunaan

Pasal 36

Penatagunaan sungal dan sumber sumber ar lainnya ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan
dan peruntukan air pada sungal dan sumber-sumber arr lannya

Penetgpan zona pemanfaatan sungai dan sumber-sumber air lainnya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dengan :
a.  menetapkan garis sempadan
menetapkan daerah sempadan
menetgpkan daerah manfaat
menetapkan daerah penguasaan
menetgpkan lokas penambangan bahan gdian
menetapkan pemanfaatan lahan pada bekas sungai

00T

Peruntukan air pada sungai dan sumber-sumber ar lainnyadi tetgpkan dengan mempertimbangkan :
a. prioritas penggunaan ar
b. mutuar
c. dayadukung sunga dan sumber-sumber air lannya
d. kebutuhan air sekarang dan yang akan datang

Pasal 37

Penetgpan garis sempadan sungal dan sumber air lainnya dimaksudkan sebagal upaya agar kegiatan
konservas, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air atas sumberdaya air yang ada pada
sungal dan sumber-sumber ar lainnya dapat dilaksanakan sesua tujuannya.

Penetapan garis sempadan sungal dan sumber-sumber air lainnya ditetapkan dengan Keputusan
Menteri atau Peraturan Daerah sesual dengan kewenangannnya.

Kriteria penetapan garis sempadan sunga terdiri daxi:
a sunga bertanggul di luar kawasan perkotaan;
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b. sunga bertanggul di daam kawasan perkotaan;
C. sunga tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan
d. sungal tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan

Pasal 38

Garis sempadan sebagaimana dimaksud ddam pasa 37 ayat (3) huruf a ditetapkan sekurang
kurangnya5 (lima) meter disebdah luar sepanjang kaki tanggul.

Garis sempadan sebagaimana dimaksud dadam pasd 37 ayat (3) huruf b ditetgpkan sekurang
kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Garis sempadan sebagaimana dimaksud daam pasad 37 ayat (3) huruf ¢, untuk sungai dengan luas
DAS lebih besar dari 500 km2 ditetgpkan sekurang kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai
pada waktu ditetapkan, sedangkan sungai dengan luas DAS kurang dari 500 km2 ditetgpkan
sekurang kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai* pada waktu ditetapkan

Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasd 37 ayat (3) huruf d untuk:
a sunga dengan keddaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, ditetapkan sekurang kurangnya 10
(sepuluh) meter dari tepi sungal pada waktu ditetapkan,
b. sunga dengan keddaman lebih dari tiga meter sampa dengan 20(dua puluh) meter,
ditetapkan sekurang kurangnya 15(lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
C. sunga dengan kedaaman maksmum lebih dari 20 (dugpuluh) meter, ditetgpkan sekurang
kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai padawaktu ditetgpkan

Pasal 39

garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jdan adaah tepi bahu jdat yang
bersangkutan, dengan ketentuan konstruks dan penggunaan jaan harus menjamin bagi kelestarian
dan keamanan sungal dan bangunan sungai.

ddam hd ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka segala perbaikan
atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungal menjadi tanggung jawab pengdolajaan

Pasal 40

Penetapan garis sempadan danau, waduk, mata air, Stu atau embung, dan sunga yang terpengaruh
pasang surut air laut ditetapkan sebagal berikut:

a.  untuk danau, weduk, Stu atau embung, garis sempadan ditetapkan sekurang kurangnya 50
(lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

b. untuk mata air, garis sempadan ditetapkan sekurang kurangnya 200(dua ratus) meter di
sekdiling mataar

C. untuk sunga yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang
kurangnya 100(seratus) meter dari tepi sungai dan berfungs sebagal jaur hijaur.
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Pasal 41

pemanfaatan lahan didaerah sempadan dapat diperuntukan bagi kegiatan kegiatan tertentu sebaga
berikut:
a  untuk budidaya pertanian dengan jenis tanamart® yang diijinkan.
b. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu rambu
pekerjaan/pengamanan
C. untuk pemasangan rentang kabd ligtrik, kabel telepon, dan pipaair minum.
d. untuk pemancangan tiang atau pondas prasarana jaan/jembatan bailk umum maupun kereta
api
€.  untuk pembangunan prasranaldu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) harus memperoleh izin terlebih dahulu
dari pgabat yang berwenang atau pgabat yang ditunjuk, serta memenuhi syarat syarat yang
ditentukan.

Pgabat yang berwenang dapat menetgpkan suatu ruas didaerah sempadan untuk membangun jaan
ingoeks dan/atau bangunan sungal yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang
diperlukan disdesakan medui pembebasan tanah.

Pasal 42

Pengdolaan dan pembinaan pemanfaatan daerah manfaat sungal dilaksanakan oleh pegabat teknis
yang berwenang* .

Daam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan inventarisas yang
mencakup:
a. maaar, memuat informas antaralan mengena nama, lokad, dan debit air.
b. paung sunga, memuat informas antaralain mengena nama, lokas, panjang dan kapasitas.
c. daerah sempadan yang dibebaskan, memuat informas antaralain mengenai lokad, luas, tahun
pembebasan dan sumber dana.

Inventarisas sebagaimana dimaksud daam ayat (2) harus dilgporkan sekurang-kurangnya setigp 5
(lima) tahun pada akhir tahun kelima kepada Menteri .

Pasd 43

Masyarakat dapat memanfaatkan lahan didaerah manfaat sungai, dengan ketentuan sebagai berikut :
a  memenuhi persayaratan yang teah ditentukan
b. harusdengan izin pgabat yang berwenang
c. mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasa 37 dan pasal 38
d. tidak menggangu upaya pembinaan sunga
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Izin pemanfaatan lahan didaerah manfaat sunga yang berada pada wilayah sunga yang menjadi
kewenangan Pemerintah diberikan oleh Direktur Jenderd atas nama Menteri.

Izin pemanfaatan lahan didagrah manfaat sunga yang berada pada wilayah sunga yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah, diberikan oleh Gubernur/Bupati/Wadikota atau pegabat yang
ditunjuknya dengan rekomendas teknis dari Indans teknis yang bertanggung jawab terhadap
sumberdaya air.

Izin pemarfaatan lahan didaerah manfaat sungal yang berada pada wilayah sunga yang menjadi
kewenangan Badan Hukum dilengkapi dengan rekomendas teknis dari Badan Hukum, diterbitkan
oleh:
a.  Bupati/walikota untuk sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupater/K ota
b.  Gubernur untuk sungal yang menjadi kewenangan Pemerintah Proping
c. Direktur Jenderd Sumberdaya Air aas nama Menteri untuk sunga yang menjadi
kewenangan Pemerintah

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) huruf ¢ dapat dilimpahkan kepada
Pemerintah Proping.

Masyarakat yang memanfaatkan lahan didaerah manfaat sungai, dapat dikenakan kontribus* untuk
pemdiharaan daerah manfaat sungal, yang dapat berupa uang aau tenaga

Pasal 44

Penetepan daerah penguasaan sungal dimaksudkan agar peabat yang berwenang dapat
mel aksanakan upaya pembinaan sunga seoptima mungkin bagi kesd amatan umum.

Batas daerah penguasaan sungal yang berupa daerah retens ditetapkan 100 (seratus) meter dari

elevas banjir rencana disekeliling daerah genangan, sedang yang berupa dataran banjir ditetapkan
berdasarkan debit banjir rencana sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahunart.

Pgabat yang berwenang mengatur rencana peruntukan daerah pengusaan sungal, dengan
memperhatikan kepentingan ingang lain yang bersangkutan.

Peasal 45

Masyarakat dapat memanfaatkan lahan didaerah penguasaan sunga untuk kegiatan/keperluan
tertentu sesua dengan ketentuan sebagaimana dimaksud daam pasd 44

Izin pemanfaatan lahan didaerah penguasaan sungal yang berada didaerah sempadan, diberikan oleh
peiabat yang berwenang sesual dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2)

Izin pemanfaatan lahan didaerah penguasaan sungal yang berada diluar daerah sempadan, diberikan
oleh Gubernur Kepaa Daerah sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 46

(1) Untuk mengamankan diran sunga agar tidek mengdami perubashan morfologis* yang dapat
membahayakan, maka setigp kegiatan penambangan diwgibkan memenuhi persyaratan sebagal
berikut:

a haus dilaksanakan menurut tahgpan dan tatalaksana sedemikian rupa sehingga tidak
menimbulkan perubahan perilaku diran yang membahayakan

b. tidak mengakibatkan terjadinya degradasi, penggerusan setempat, rembesan dibawah
bendungan, longsoran tebing dan meander* yang membahayakan.

c. Tide&k menimbulkan agrades yang membahayakan, yang diakibatkan oleh pembuangan
limbah penambangan.

d. Kedadaman penambangan tidak melampaui ketebaan minimum lapisan perisa, sehingga tidak
terjadi perubahan kemiringan dasar sungal yang membahayakan

(2) Jarak antar lokas penambangan dan suatu bangunan harus ditetapkan cukup jauh** sehingga tidak
membahayakan bangunan yang bersangkutan.

(3) Perdaan yang digunakan ddam kegiatan penambangan harus ditetapkan cukup sehingga tidak
membahayakan bangunan yang bersangkutan

(4) Kepada pengusaha pertambangan diwgibkan membuat bangunan pengaman sunga, apabila
diperhitungkan pelaksanaan kegiatan penambangan akan menimbulkan bahaya.

(5) Ddam rangka menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul sebagal akibat adanya kegiatan
penambangan, maka kepada pengusaha pertambangan diwgjibkan melakukan studi lingkungan sesua
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

(1) Kegiatan perdgpan yang wgib dilakukan oleh pengusaha pertambangan sebedum pelaksanaan
penambangan dimulai mdiputi:

a  pengukuran lapangan

b. pemasangan patok batas dan patok dugataraf, termasuk patok tetap sebagai tolok ukur.

C. pemasangan papan nama perusahaan dengan mencantumkan nomor Surat |jin Penambangan
Daerah (SIPD) dan masa berlakunya

d. membua kantor Igpangan termasuk menara pengawas, gudang perdatan, bengke kerja dan
unit prosesing dalam satu tataletek operas

e. memasang peta, gambar peaksanaan, jadwa kegiatan dan daftar perdatan diruang
pengawas.

f.  menunjuk tenaga pelaksana dan tenaga ahli

g memperkuat atau membuat jalan masuk baru berikut jembatan untuk pengangkutan

h.  membuat bangunan pengamanan sunga gpabila disyaratkan daam rekomendas teknis.

* Dimasukan dalam penjelasan ( keputusan DirJen No.176 tahun.1987)
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Selama pelaksanaan kegiatan penambangan, pengusaha pertambangan diwgjibkan melakukan hd -
ha sebagal berikut:

a  membuat catatan harian tentang kegiatan pelaksanaan dan hasl| kerja

b. medakukan opname atau pengukuran, pencatatan dan kemudian menggambarkan hasil kerja
dan kemgjuan pelaksanaan kerja
membuat foto dokumentas
membuat |gporan bulanan, tahunan dan pelgporan akhir pelaksanaan
melakukan konsultas teknis dengan pengawas secararutin berkala.
menghentikan sduruh atau sebagian kegiatan penambangan gpabila diperhitungkan akan
terjadi perubahan perdaku diran atau morfologi sungal yang dinila dgpat menimbulkan
bahaya
g memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagal akibat adanya kegiatan penambangan.

D Qoo

Pada akhir kegiatan penambangan pengusaha diwgibkan meakukan penataan kembdi dan
rehabilitas dari setigp kerusakan yang timbul sebagal akibat kegiatan penambangan, sesuai dengan
petunjuk teknis seperti disyaratkan daam rekomendas teknis.

Pasal 48

Objek pengawasan pada kegiatan penambangan adaah:
kegiatan perdgpan pel aksanaan penambangan;
tatacara dan urutan pelaksanaan penambangan;
kegiatan harian pelaksanaan penambangan;
penggunaan peralatan dan tenaga kerja;
keamanan dan kdlestarian sungal serta bangunan-bangunan pengairan dan bangunan umum
lain yang ada disekitarnya.
Tolok ukur pengawasan adalah:
a. persyaratan teknis yang bersumber dari rekomendas teknis serta ketentuan-ketentuan dalam
lampiran surat keputusan ini
b. perubahan kondis lgpangan sesual dengan pemantauan perilaku diran sungai dan morfologi
sungai, dengan memperhatikan segda yang disyaratkan dalam ketentuan teknis.

Poo oW

Pengawasan teknis kegiatan penambangan dilaksanakan oleh petugas dari indand teknis yang
bertanggung jawab daam pengel olaan sumberdaya air
Kewenangan petugas pengawas |gpangan:

a.  meakukan pengawasan rutin, antara lain dengan cara melakukan opname atau pengukuran
bersama, pencatatan dan kemudian menggambarkan hasil kerja dan kemguan pelaksanaan
kerja

b. meakukan pemeriksaan bersama yang diadakan setigp tahun dan atau pada akhir masa
berlakunya SIPD, dilakukan bersama- sama pengusaha penambangan

c. mdakukan peneguran lisan aau tertulis gpabilaterjadi penyimpangan dari persyaratan teknis.
Teguran tertulis diberikan sampai tiga kdi. Setelah teguran ketiga tidak ditaeti oleh pengusaha
penambangan, maka pengawas lgpangan berwenang untuk :
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i. menghentikan sementara sluruh atau sebagian kegiatan penambangan
ii. mengusulkan pencabutan SIPD
d. medakukan penghentian sementara sdluruh atau sebagian kegiatan penambangan gpabila
ternyata bahwa kelanjutan kegiatan penambangan diperkirakan akan menimbulkan bahaya
terhadap keamanan sungal.

Bagian kedua
Penyediaan ar

Pasal 49

(1) Urutan prioritas penyediaan air harus ditetgpkan pada setigp wilayah sungal dan merupakan masukan
bagi rencana penyediaan air.

(2) Prioritas utamadari penyediaan air addah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari* .

(3) Prioritas penyediaan ar untuk kebutuhan lainnya ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona
pemanfagtan ar, peruntukan ar, kebutuhan ar pada wilayah sunga yang bersangkutan dan
disesuaikan kondis setempat.

(4) Tatacarapenetgpan urutan prioritas penyediaan air sebagal berikut :

a usulan urutan prioritas penyediaan ar disgpkan oleh ingang teknis yang ditunjuk oleh Badan
Usaha pengdola sumber daya air pada wilayah sungal yang bersangkutan, dan disampaikan
kepada dewan air nasiond / daerah;

b. urutan prioritas penyediaan air pada wilayah sunga yang bersangkutan ditetapkan setelah
mendapat rekomendasi dari dewan sumber dayaaair, dan setelah melaui konsultas publik;

C. urutan prioritas penyediaan ar sebagaimana dimaksud ddam ayat (4) huruf b dapat ditinjau
stigp 5 (lima) tahun sekaii.

Pasa 50

(1) Rencana penyediaan air disusun pada setigp wilayah sunga dan merupakan bagian dari rencana
pengelolaan sungai.
(2) Rencanapenyediaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. rencana penyediaan ar globa, yang disusun untuk periode jangka menengah (5 tahunan) dan
jangka pendek (1 tahunan) beriskan :
1. urutan prioritas penyediaan air padawilayah sungai yang bersangkutan;
2. rencana penyediaan ar dengan memperhatikan ketersediaan ar pada musm kemarau dan
musm hujan;
b. rencana penyediaan air detail merupakan rencana operasond dari rencana penyediaan air globd
yang menggambarkan besaran volume untuk memenuhi semua kebutuhan air ddam periode
tertentu.
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Penyusunan rencana penyediaan air globa sebagaimana dimaksud daam ayat (2) huruf a didasarkan
pada:

a. rencanaumum tata ruang wilayah;

b. urutan prioritas penyediaan ar;

c. rencanaperuntukan air di wilayah sungai yang bersangkutan;

d. tata gunalahan padawilayah sunga yang bersangkutan;

e. pedoman penyusunan rencana pengelolaan air yang ditetgpkan oleh Menteri;

f. masukan dari masyarakat.

Tata cara penyusunan rencana penyediaan air sebagai berikut :

a. konseps rencana penyediaan air disigpkan oleh indans teknis atau Badan Usaha pengdola
sumber daya ar wilayah sunga dan dibahas dalam forum koordinas tata pengaturan air yang
bersangkutan untuk memperoleh rekomendas;

b. Berdasarkan rekomendas dari forum koordines tata pengeturan ar*, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menetapkan rencana penyediaan air wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 51

Pelaksanaan penyediaan air dilakukan oleh ingtas teknis atau Badan Usaha pengelola sumber daya
ar wilayah sunga yang bersangkutan berdasarkan rencana penyediaan air wilayah sunga yang teah
ditetapkan.

Ddam hd peaksanaan penyediaan air tidak dapat dilaksanakan sesual dengan rencana penyediaan
ar yang ditetapkan, maka pihak yang berwenang dapat meninjau kembdi rencana penyediaan air
meladui forum koordined tata pengeturan air

Pasal 52

Pemantauan pelaksanaan penyediaan air dilakukan untuk mengevauas kesesuaian antara rencana
dan pelaksanaan.

Pemantauan dan evduas sebhagamana dimaksud ddam ayat (1) dilakukan oleh ingang teknis yang
bertanggung jawab bidang pengelolaan sunga sesua dengan wewenangnya yang melibatkan
masyarakat sebaga pengguna.

Has| pemantauan dan evaluas sebagaimana dimaksud daam ayat (1) digunakan oleh indang teknis
atau Badan usaha pengdolasumber dayaair wilayah sungal untuk melakukan tindak turun tangan.

Bagian ketiga
Penggunaan

Pasd 53
Penggunaan sungai dimaksudkan sebagal upaya pengelolaan sungal agar dapat dimanfastkan untuk

berbagal keperluan dengan memperhatikan kelestarian sungal dan lingkungan serta kessimbangan
antara daerah hulu dan daerah hilir.
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Prioritas penggunaan sungai ditetapkan oleh pgabat yang berwenang setelah mendapat rekomendas
forum koordinas tata pengaturan air.

Penggunaan sunga sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) disdenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Pengdlola sumberdaya air wilayah sungal sesual kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasd 11 ayat (1) berdasarkan
rencanainduk pengelolaan sungai yang ditetgpkan.

Bagian keempat
Pengembangan

Pasa 54

Pengembangan sungal dimaksudkan sebagal upaya peningkatan kemanfastan fungs sungal tanpa
merusak kesaimbangan sungai dan lingkungannya

Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dadam ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana
pengelolaan sungal yang telah ditetapkan.

Peaksanaan pengembangan sebagaimana dimeksud dadam ayat (1) wagib mengikutsertakan
masyarakat, lembaga, dan badan usaha untuk ikut berperan pada setigp tahap pengembangan

Bagian Kdima
Pengusahaan

Pasal 55

Pengusahaan sungal dan atau bangunan sungal merupakan bagian dari pengusahaan sumberdaya air

wilayah sunga, ditujukan untuk:

a. meningkatkan kemanfaatan sungal untuk kepentingan masyarakat

b. menergpkan sstem pengdolaan yang teruji dan terbakukan;

¢. mendukung pembangunan daerah dan nasiond yang mdiputi aspek keberlanjutan teknis, finansd,
ingtitusonal, dan pelayanan serta keberlanjutan sosid, ekonomi, dan lingkungan

d. meningkatkan penyediaan biaya Operas dan Pemdiharaan serta pengembdian biaya investas
pembangunan;

€. mengurangi secara bertahap beban Anggaran Negara atau Anggaran Daerah dalam pembiayaan
penge olaan wilayah sungal.

Pengusahaan sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah, sesua kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan
Pasd 11 ayat (1) dengan membentuk Badan Usaha Milik NegaralBadan Usaha Milik Daerah
Pengdlola sumberdaya ar wilayah sungai.
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(3) Sdan oleh Badan Usaha Pengedlola sumberdaya air wilayah sungal sebagaimana dimaksud daam
ayat (2), pengusahaan sebagian dari sungal dan bangunan sungal dapat dilakukan oleh badan sosial*
dan perorangan setelah memperoleh izin dari pgabat sesua kewenangan sebagaimana dimaksud
daam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasa 11 ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengusahaan sumberdaya air wilayah sunga diatur ddam peraturan
tersendiri.

Bab X1V
Pengenddian

Pasal 56

Pengenddian sungal dimaksudkan sebagal upaya untuk mengurangi daya rusak air terhadap sunga dan
lingkungannya yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Bagian Pertama
Pencegahan

Pasal 57

(1) Pencegahan dayarusak air sebagaimanadimaksud daam pasal 55 dilakukan mddui kegiatan
Inventarisas karakterigik sungai;

Inventarisas potens sungai;

Inventarisas daya dukung sungai;

Inventarisas kapasitas pengdiran sungd;
Inventarisas sungal dan bangunan sungal
Perkiraan debit maksmum dan minimum,
Penyusunan rencana pengenddian sunga;
Pembangunan bangunan pengenddi sungai;
Pengoperasan  bangunan pengenddi sungai;
Pemasangan perdatan peringatan bahaya banjir;
Pengaturan diran sungai.

T T SQ 0 o0 o

(2) Kegiatan pencegahan daya russk air sebagaimana dimaksud daam ayat (1) disdenggarakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Pengelola sumberdaya air wilayah sungal sesua
dengan kewenangamya sebagaimana dimaksud ddam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal
11 ayat (1).

(3) Masyarakat mempunya kesempatan yang sama untuk berperan dalam upaya pecegahan daya rusak
ar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
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Bagian Kedua

Penanggulangan
Pasal 58

Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam pasa 54 yang terjadi di sungal dan
sumber-sumber ar lannyameiputi peringatan dini dan atau mitigas bencana.

Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh
ingans/ badan usahaterkait dan masyarakat meldui badan koordinas penanggulangan bencana pada
tingkat nasiond, proving dan kabupaten/kota.

Gubernur, Bupati/Wdikota mengkoordinaskan usaha penaggulangan daya rusak air didaerahnya
sesual dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dadam pasa 10 ayat (1) dan pasd 11 ayat (1)
dengan mengikut sertakan dinaslindans Pemerintah dan masyarakat.

Ddam keadaan membahayakan,Gubernur, Bupati/Walikota berwenang mengambil tindakan darurat
guna pengamanan daya rusak air sesual dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
ayat (1) dan pasd 11 ayat (1) mdiputi:

a. penyampaian status bencana

b. pengerahan masyarakat untuk ikut dalam penanggulangan

C. pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan dana dari berbagal instans/badan hukum terkait.
d. pengosongan daerah dan evakuas penduduk.

Ketentuan mengena penanggulangan kerusakan dan atau bencana akibat air sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan perundang undangan.

Pembiayaan untuk penanggulangan daya rusak air dibebankan pada dana APBN dan atau APBD
sartasumber danalain yang sah ddam jumlah yang memada.

Pasal 59
Penanggulangan bencana akibat air yang berskala nasond menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Bencana berskala nasiona* akibat air ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 60

Pemulihan daya russk ar sebagamana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan dengan memulihkan
kembdi fungs lingkungan hidup dan Sstem prasarana sumberdayaair.

Upaya pemulihan akibat bencana meliputi ypaya rehabilitas, rekonstiruks dan atau pengembangan
dan pembangunan.
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(3) Pemulihan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah
Daerah, pengelola sumberdaya air, dan masyarakat.

(4) Ketentuan mengena pemulihan sebagaimana dimaksud daam ayat (1) diatur secaratersendiri dam
peraturan perundang undangan

Bab XVI
Kewgjiban dan larangan

Pasal 61

Masyarakat wgjib ikut serta menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka
pembinaan sungal.

Pasal 62

Dilarang mengubah diran sunga kecudi dengan izin dari Pgabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
daam Pasd 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1).

Pasal 63

Dilarang mendirikan, mengubah aau membongkar bangunan-bangunan di ddam atau melintas sunga
sebelum memperoleh izin dari Pgabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1).

Pasal 64

Dilarang membuang benda-benda / bahan-bahan padat dan atau cair ataupun yang berupa limbah ke
ddam maupun di sekitar sungal yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran aau
menurunkan kuditas ar, sehingga membahayakan dan atau merugikan penggunaan ar yang lain dan

lingkungan.
Pasad 65

Mengambil dan menggunakan air sungal selain untuk keperluan pokok sehari-hari hanya dapat dilakukan
setelah memperoleh izin terlebih dahulu dari pgjabat yang berwenang.

Pasal 66
(1) Médakukan pengerukan atau penggdian serta pengambilan bahan-bahan gaian pada sunga hanya

dapat dilakukan ditempat yang telah ditentukan oleh Pgabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
daam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1).

32



DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) diatur Iebih lanjut oleh Pgabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasd 11 ayat (1).

Bab XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasa 67

(1) Dipidana dengan pidana penjara paing lama 3 (tiga) tahun dan denda paing banyak Rp 300,000,000

(tigaratusjutarupiah) nila harga kongtan tahun 2002 :

a Sdigp orang yang dengan sengga meakukan kegiatan penggunaan ar yang mengakibatkan
kerugian terhadep orang atau pihak lain dan kerusskan fungs sunga dan sumber- sumber air
lainnya sebagaimana dimaksud daam Pasal 53.

b. Setigp orang yang dengan sengga melakukan pengusahaan sungai dan sumber- sumber air lainnya
tanpaizin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).

C. Pemegang izin pengusahaan sungal dan sumber- sumber air lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (3) yang dengan senggatidak meakukan dan atau menghdangi upaya perlindungan
dan pemdiharaan terhadgp kelangsungan fungs sungal dan sumber- sumber ar lannya dan
prasaranasungal dan sumber- sumber ar lannya

d. Setigp orang dan/atau badan usaha yang dengan senggja melakukan kegiatan pembangunan yang
tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manua sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasd 8 ayat (2).

(2) Setigp orang yang dengan sengga melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran
ar sehingga mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain sebagaimana dimaksud ddam
Pasal 31 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paing lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paing
banyak Rp. 500,000,000,- (limaratus jutarupiah).

(3) Setigp orang karena keldaannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana
dimaksud ddam Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasd 65, dan Pasal 66 dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda paing banyak Rp 50,000,000 (lima puluh juta
rupiah).

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sungal yang telah
ada sebedum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini, dinyatakan tetep berlaku sampa dikeduarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.
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BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69
Pada saat mula berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445)
dinyatakan tidak berlaku.

Pasd 70
Peraturan Pemerintah ini mula berlaku padatanggd diundangkan

Agar stigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jekarta
padatanggd............

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



